PUTUSAN 





Nomor : 4290 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


MAHKAMAH AGUNG 


memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah 
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara 
ABDUL JALIL, bertempat tinggal di Jalan 
Bakti Ujong Bireuen, Kecamatan Jeumpa, 
Kabupaten Aceh Utara : 
Pemohon kasasi, dahulu Tergugat-Pemban- 
ding : 
melawan 
1. SYARIFUDDIN BIN SABON, bertempat ting 
gal di Desa Geudong Tengah Pulo Ara 
Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten 


Aceh Utara : 





2. Pr. HENDON BINTI SABON, hebempet 
tinggal di Kampung. Baru Pulo Kiton 
atau Jalan Kuala Raja Bireuen : 

3. M. NASIR BIN SABON, bertempat tinggal 
di Desa Geudong-Geudong Bireuen : 

. Para Termohon kasasi, dahulu para Peng- 

gugat-para Terbanding : 
Mahkamah Agung tersebut : 
Membaca surat-surat yang bersangkutan : 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter- 


nyata bahwa sekarang para Termohon kasasi sebagai para 


Penggugat ..... 


Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi 
sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan 
Negeri Bireun pada pokoknya atas dalil-dalil 

bahwa Penggugat-Penggugat asli mempunyai 1 (sa- 
tu) petak tanah yang berukuran 5 X 11 meter, yang 
terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Kota Bireun, Keca- 
matan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara yang berwatas sebe- 
lah 

Utara dengan jalan : 

Selatan dengan tanah M. Yusuf : 

Timur dengan tanah Bustami AB : 

Barat dengan lorong/jurong kampung : 
yaitu bekas peninggalan dari Almarhum orang tua Peng- 
gugat asli bernama Sabon, yang telah meninggal dunia 


yang semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada 






Kantor Camat Jeumpa : 
lai 
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Na, untuk didirikan gubuk tempat tinggal, namun saat 
ini kakak kami yang janda memerlukan kembali tanah ter 
Sebut untuk tempat tinggalnya, maka kami minta kembali 
secara kekeluargaan maupun melalui orang-orang tua kam 
pung dan Kepala Kelurahan Kota Bireuen, pendekatan ma- 
na kami lakukan sejak tahun 1994, tetapi tidak ada pe- 
nyelesaiannya, sehingga merugikan kami, oleh karenanya 
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen agar di- 
pulihkan hak kami dalam suatu putusan yang seadil- 
adilnya : 

bahwa perbuatan Tergugat asli menguasai tanah 


tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan ingkar jan 






ji, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pada tang- 
gal 17 September 1994 dimana akan mengembalikan secara 
Sukarela kepada Penggugat asli bilamana tanah tersebut 
akan dipergunakan : 
bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di- 
atas, maka Penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadil- 
an Negeri Bireuen berkenan memberikan putusan sebagai 
berikut 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya j 
2. Menyatakan tanah terperkara adalah milik Penggugat- 
Penggugat :j 
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak 
mengebalikan tanah terperkara kepada Penggugat ada- 
lah perbuatan melawan hukum : 


&. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terper 


Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos - ongkos 
yang timbul dalam perkara ini : 
6. Mohon putusan yang adil : 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Peng 
adilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu 
putusannya tanggal 10 Juli 1997 Nomor : 17/Pdt.G/1997/ 
PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya : 

2. menyatakan tanah sengketa dengan batas-batas Sebe- 
lah Utara dengan jalan j 
Sebelah Selatan dengan tanah M. Yusuf : 
Sebelah Timur dengan tanah Bustami AB 


' 


Sebelah ..... 


Sebelah Barat dengan tanah lorong/jurong kampung : 
adalah milik para Penggugat : 
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan tidak 
mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat ada 
lah perbuatan melawan hukum : 

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terper 
kara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan ti- 
dak ada ikatan hukum dengan pihak manapun kepada 
para Penggugat : 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara se- 
besar 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu 
ruplah) : 

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 


Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda 
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“De beritahukan kepada Tergugat-Pembanding pada tanggal 
AI Pa Mei 1998 kemudian terhadapnya oleh Tergugat Pem- 
banding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 
1998 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi 
No.11/Pdt.K/1998/PN.Bir, yang dibuat oleh Panitera 
Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian di 
Susul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis 
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniter- 
aan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 
1998 $ 

bahwa setelah itu oleh para Penggugat-para Ter- 


banding yang pada tanggal 25 Juni 1998 telah diberita- 


hukan tentang memori kasasi dari Tergugat-Pembanding 


diajukan ..... 


diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepa- 
niteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 7 Juli 
1998 : 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beser- 
ta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak 
lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan 
dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka 
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil da- 
pat diterima : 

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan yang di- 
ajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter- 
Sebut pada pokoknya ialah 
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru dalam pe- 

nerapan hukum, karena telah mengambil alih seluruh 


Pen anne an hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang 
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ke usan yang berlebihan dalam amar putusannya, se- 
ea 4 (dangkan Penggugat asal pada petitumnya tidak pernah 
5 nyatakan atau memohonnya. Halmana dapat dilihat 
SA pada halaman 21 point 2 Putusan Pengadilan Negeri 
No.17/Pdt.G/1997/PN.Bir, tanggal 10 Juli 1997 yang 
amar putusantersebut menyebutkan/menyatakan tentang 
batas-batas tanah sengketa. Dan selain dari pada 
itu Pengadilan Tinggi Aceh sama sekali tidak mem- 
pertimbangkan bantahan Tergugat asal tentang batas- 
batas tanah sengketa yang salah. Dan hal ini ter- 
bukti saat Sidang Lapangan dilakukan oleh Tim Hakim 
Pengadilan Negeri Bireuen, ternyata apa yang dise- 
butkan oleh Penggugat asal tentang batas-batas ta- 
nah sengketa tidak sebagaimana yang terbukti di la- 


pangan : 





Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dalam pe- 
nerapan hukum, karena telah mengambil alih seluruh 
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang 
telah salah dalam pertimbangan mengenai alat bukti 
yang diajukan Penggugat asal, sebagaimana ternyata 
"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gu 
gatannya para Penggugat asal telah mengajukan bukti 
Surat berupa foto copy Surat Perjanjian tertanggal 
17 September 1994 ...... dan seterusnya". (Putusan 
No.17/Pdt.G/1997/PN.Bir. halaman 6).- 
Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangatlah 
merugikan pihak Tergugat asal (Pemohon kasasi), ka- 
rena hanya dengan Surat Perjanjian tertanggal 17 
September 1994 telah dijadikan suatu pertimbangan 
hukum yang kuat dengan tanpa adanya pembuktian pe- 
milikan yang membuktikan bahwa tanah terperkara ada 
si lah Sah milik Penggugat asal (Termohon kasasi) : 
| Bahwa hanya sebuah alat bukti, yaitu Surat Perjan- 
jian tertanggal 17 September 1994 (P.1), tanpa ada- 
nya/didukung oleh alat-alat bukti tertulis lainnya 
ataupun alat bukti yang otentik lainnya telah dija- 
dikan suatu pertimbangan hukum yang tidak seimbang 
dan berat sebelah serta tidak adil, sehingga sangat 
merugikan pihak Tergugat asal (Pemohon kasasi) : 
Bahwa bukti saksi yang digunakan oleh Penggugat 
asal sebanyak 5 (lima) orang sama sekali tidak men- 
dukung/tidak tahu-menahu tentang kepemilikan tanah 
sengketa dan bukti P.1 yang digunakan oleh Penggu- 
gat asal sama sekali tidak berhubungan dengan kesak 


sian yang dihadirkan oleh Penggugat asal, oleh ka- 


rena seharusnya bukti P.1 tidak dapat dipertimbang- 
kan sebagai alat bukti tanpa didukung oleh bukti- 
bukti lainnya, baik bukti tulisan dan saksi-saksi : 
5. Bahwa Penggugat asal (Termohon kasasi) tidak memi- 
liki dasar hukum kepemilikan yang sah, sebagimana 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang dapat dibuktikan/ditunjukkannya 
di depan persidangan, hal mana dapat dibuktikan de- 
ngan Buat pernyataan dari masyarakat yang telah 
puluhan tahun tinggal di sekitar tanah sengketa, 
yaitu masyarakat di Jalan Bakti, Bireuen, Aceh Uta- 
ra, yang dalam hal ini Tergugat asal/Pemohon kasasi 


jadikan sebagai bukti tambahan, demikian pula saksi 


saksi yang diajukan Penggugat asal sama sekali ti- 






KAH dak Pa memberi kesaksian tentang asal-usul ta- 
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Ona yang dimiliki Penggugat asal dan tidak pernah 
aras saksi Penggugat asal menyatakan bahwa tanah 
kan sengketa hak milik Penggugat asal yang diperoleh se 
d, SY cara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, un- 
tuk itu sebagai bahan pertimbangan hukum, Tergu- 
gat asal (Pemohon kasasi) melampirkan juga dalam 
memori kasasi ini surat pernyataan yang kontradik- 
si dari saksi Penggugat asal sendiri (Termohon ka- 
SaSi), yaitu saksi Aswin Bin Sutan Bakri Jamal.- 

Dengan demikian jelas pertimbangan Pengadilan Ting- 
gi Aceh yang mengambil alih seluruh pertimbangan 
hukum Pengadilan Negeri Bireuen adalah keliru/sa- 
lah dan berat sebelah serta tidak adil yang sangat 
merugikan Tergugat asal (Pemohon kasasi) : 
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasa- 


S1 tersebut Mahkamah Agung berpendapat 


mengenai ..... 


mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2. : 


bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat 
dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah mene- 
rapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi berwenang meng- 
ambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang 
dianggapnya telah tepat dan benar dan dijadikan seba- 
gai pertimbangannya sendiri : 
mengenai keberatan-keberatan ad.3 dan ad.5. - 

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibe- 
narkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerap- 
kan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuk- 
tian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyata- 
an, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerik- 
Saan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam 


tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan 


(“Penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berla- 


“ A : 
,yadanya kelalaian dalam memenuhi Syarat-syarat yang 


—d 


diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang meng 
“angam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
“bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 


melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud 


dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 


mengenal keberatan ad.4. -: 


bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, ka- 


, 


rena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pem- 
buktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenya- 
taan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam peme- 
riksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan 
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berla- 


ku, adanya kelalaian dalam memenuhi Syarat-syarat yang 


diwajibkan ..... 


“nd 


diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 : 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim- 
bangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata 
bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentang 
an dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohon- 
an kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : Abdul 
Jalil tersebut harus ditolak : 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi 
ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar 
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini : 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang 


KP 14 Tahun 1970, Undang - Undang No.1 Tahun 1950, Un- 
A4 





Kan ng- Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang - undang lain 
Yahg bersangkutan : 
G3 


21 MENGADILI 
: : ) Ni £ 
—5 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi 


“KBDUL JALIL tersebut : 

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,00 
(lima puluh ribu rupiah) : 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa- 
ratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 18 Ok- 
tober 1999, oleh H. Kahardiman, S.H. Hakim Agung yang 
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Si- 
dang, H. Achmad Kowi AS, S.H. dan Arbijoto, S.H. Hakim 
Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka un- 
tuk umum pada.hari : Selasa, tanggal 16 November 1999, 


oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. 


Achmad ..... 


- 10 - 
sept 3 


Achmad Kowi AS, S.H. dan Arbijoto S.H. Hakim - Hakim 


Anggota tersebut, dan Anwar H. Usman, 


Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua 


hak : 
Hakim-Hakim Anggota : 
ttd. 
H. Achmad Kowi AS, S.H. 
Ce. 


Arbijoto, S.H. 


Biaya kasasi 


Pa aa Rp 2.000,00 
2. Redaksi..... Rp 1.000,00 


Administrasi kasasi Rp 47.000,00 : 


Jumlah Rp 50.000,00 
ai aa Nagita 


Untuk Salinan 


S.H. Panitera 


belah pi- 


CE, 


H. Kahardiman, S.H. 


Panitera Pengganti : 


tta. 
Anwar H. Usman, S.H. 


MAHKAMAH AGUNG R.I. 





KAHAO U.B. 


DIREKTUR PERDATA 


DERMAWAN S. DJAMIAN, SH. 





NIP.220000589 


